BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun
penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada
bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban
terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

1. Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori
dalam pelaksanaannya tidak efektif. Ketidakefektifan Peraturan Daerah
tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. Proses pembentukan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah
Kabupaten Supiori belum didasarkan pada konsep teoretis pembentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
yang meliputi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori
tidak diidentintifikasi secara baik, sehingga banyak obyek pajak dan
obyek retribusi daerah yang dalam pelaksanaannya tidak dapat
diintensifkan, yang kemudian mengakibatkan tidak tercapainya target

penerimaan asli daerah pada tahun 2012.
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2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori meliputi kendala
teoretis, kendala yuridis dan kendala operasional.

3. Upaya-upaya guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di
Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut :

a. Upaya mengatasi kendala teoretis yaitu melakukan kajian kembali
Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori
berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan
melakukan kegiatan pembekalan bagi aparatur pemerintah dan anggota
legislatif.

b. Upaya mengatasi kendala yuridis yaitu pembentukan Peraturan Bupati
Supiori sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah perpajakan dan
retribusi daerah serta upaya pengawasan represif oleh pemerintah

c. Upaya mengatasi kendala operasional yang disebabkan oleh faktor-faktor
dari luar (eksternal) dan faktor-faktor yang disebabkan oleh Pemerintah
Kabupaten Supiori sendiri (internal) antara lain :

1) Faktor eksternal, yaitu faktor penghambat yang datangnya dari luar
instansi pemerintah daerah sendiri adalah :
a) Kurangnya kesadaran membayar pajak daerah dan retribusi daerah

oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
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2)

b) Keterlambatan membayar pajak daerah yang tidak tepat waktu,
yaitu kewajiban pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak yang
melampaui batas waktu jatuh tempo dengan alasan-alasan tertentu

c) Kurangnya ketegasan pemerintah daerah untuk menindak dengan
tegas wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban membayar
pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan kewajibannya sebagai
sesuatu hal yang bersifat memaksa.

d) Kurangnya kebonafitan perusahaan yang mengakibatkan wajib
pajak dan wajib retribusi sulit untuk membayar pajak dan retribusi
daerah.

Faktor internal, yaitu faktor penghambat yang datang dari dalam

pemerintah daerah sendiri, adalah :

a) Minimnya sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Supiori.

b) Kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparat pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori dalam mengelola
perpajakan dan retribusi daerah.

c) Belum adanya Sistem Operasional dan Prosedur (SOP)
Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Supiori yang jelas dalam melaksanakan tugas pengelolaan

perpajakan dan retribusi daerah.
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B. Saran

d) Pemerintah daerah memberikan insentif/keringanan kepada

f)

masyarakat untuk tidak membayar retribusi pelayanan tertentu,
misalnya; pelayanan kesehatan.

Kurangnya data potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Supiori, yang menjadi referensi guna ekstensifikasi dan
intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Kurangnya koordinasi atau kerjasama yang baik antara instansi
pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber

penerimaan daerah.

g) Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khususnya instansi terkait

yang berwenang di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
(Dinas Pendapatan Daerah) kurang melakukan sosialisasi yang
komprehensip mengenai peraturan perundang-undangan dibidang

perpajakan dan retribusi daerah.

1. Agar Pemerintah Kabupaten Supiori dapat melakukan perubahan terhadap

Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah yang ada dengan

melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tentu dalam penyempurnaan

yang akan dilakukan agar dihapus beberapa obyek pajak daerah dan obyek

retribusi daerah yang belum dapat diintensifkan seperti halnya; Pajak
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Sarang Burung Walet dan Retribusi Pengabuan Mayat sampai kemudian
potensi-potensi tersebut benar-benar sudah tersedia barulah dapat diatur
kembali dengan peraturan daerah lebih lanjut.

. Guna mengoptimalkan upaya ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan
sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Supiori agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka
Pemerintah Kabupaten Supiori dalam pengelolaan sumber-sumber
penerimaan daerah agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang perpajakan dan retribusi daerah.

. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Supiori tahun 2012 secara
umum dapat dinilai signifikan oleh karena pendapatan telah melampaui
terget yang direncanakan, namun sebenarnya capaian pendapatan asli
daerah tersebut pada dasarnya tidak dapat menjadi suatu kebanggaan
daerah karena keberhasilan pencapaian target tidak tercapai melalui obyek
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam keempat
Peraturan Daerah Kabupaten Supiori, melainkan pencapaian tersebut
diperolen melalui sumber penerimaan non pajak daerah dan retribusi
daerah. Oleh karena itu agar Pemerintah Kabupaten Supiori melalui instansi
yang terkait segera melakukan evaluasi kembali pengelolaan pajak daerah
dan retribusi daerah yang dilakukan selama satu tahun pertama untuk

memperbaiki kinerja pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah.
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4. Agar pemerintah Pemerintah Kabupaten Supiori mengambil langkah-
langkah sebagaimana dijelaskan melalui kajian upaya mengatasi kendala
disebutkan diatas guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait

dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah.
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